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P E N E T A P A N
Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Smdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  pada  tingkat  pertama  dalam

persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara :

         PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

XXXXXXXX  XXXXXXX,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Penggugat;

melawan

         TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

XXXXXXXX  XXXXXXX,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN BANDUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  20  Februari

2024  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sumedang

dibawah  Nomor  595/Pdt.G/2024/PA.Smdg  tanggal  20  Februari  2024,  telah

mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri  sah menikah

pada tanggal  XXXXXXXX berdasarkan Duplikat  Kutipan Akta  Nikah dari

KUA Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, No: XXXXXXXXXX

Tertanggal XXXXXXXXX;  

2. Bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat  sebelum membina  rumah

tangga,  Penggugat  berstatus  Perawan  begitupun  Tergugat  berstatus

Jejaka;  

Hal. 1 dari 6 hal. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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3. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  berumah  tangga

tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di KABUPATEN SUMEDANG,

dan  telah  bergaul  baik  sebagaimana  layaknya  suami  istri,  dan  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : XXXXXXXXX

(Sumedang, 22 Juli 2012) dan XXXXXXXX (Sumedang, 29 Oktober 2019);  

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak  bulan Agustus 2014

sudah  tidak  harmonis  lagi  dalam  menjalani  hidup  berumah  tangga

dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:    

4.1. Bahwa  Tergugat  mempunyai  sifat  cemburu  berlebihan,

yakni Tergugat seringkali mengekang serta menuduh yang tidak baik

kepada  Tergugat,  seperti  Tergugat  yang  seringkali  menuduh

Penggugat berselingkuh yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan

faktanya,  sehingga  rumah  tangga  dirasa  Penggugat  sudah  tidak

nyaman. 

4.2. Bahwa  tergugat  mempunyai  sifat  mudah  marah,  yakni

ketika terjadi perselisihan Tergugat seringkali berkata kasar terhadap

Penggugat, bahkan beerani mengeluarkan kata-kata hewan kepada

Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan hal tersebut

menjadi penyebab rumah tangga tidak harmonis.    

5. Bahwa  keretakan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat

telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak

berusaha  berubah  dan  merubah  sifatnya.  Oleh  karena  itu  Penggugat

merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada

bulan  Januari  2024 Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman

milik  Penggugat,  dan  sejak  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

pisah tempat tinggal  dan tidak lagi  bergaul layaknya suami istri.  Dimana

sekarang ini  Penggugat  tinggal  di  rumah kediaman milik  Penggugat

sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat;  

6. Bahwa  keretakan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;  

Hal. 2 dari 6 hal. 
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7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;  

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak

sanggup  lagi  untuk  mempertahankan  perkawinan  ini,  oleh  karena  itu

Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;  

       Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan

hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim

yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  untuk  menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro  dari  Tergugat  (TERGUGAT)

kepada Penggugat (PENGGUGAT). 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 

  Atau  apabila  Pengadilan  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya;

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  padahal

kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara

relaas panggilan tanggal  dan , sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu

disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Penggugat  agar

Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut

perkaranya  dengan  alasan  Penggugat  akan  kembali  rukun  membina  rumah

tangga dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  pertimbangan  ini  ditunjuk  hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 hal. 
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  maksud  dan  ketentuan  Pasal  82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  Majelis  Hakim telah

berusaha  maksimal  menasehati  Penggugat  agar  Penggugat  dapat  rukun

kembali  membina  rumah  dengan  Tergugat  dan  ternyata  usaha  tersebut

berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  di  muka  sidang  mengatakan  akan

mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut

perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  perkara  Nomor  595/Pdt.G/2024/PA.Smdg  dinyatakan

dicabut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  telah  dinyatakan

dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  oleh

karenanya  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009,  maka seluruh biaya perkara  ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

595/Pdt.G/2024/PA.Smdg dari Penggugat;  

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Sumedang  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;  

3. Membebankan  595/Pdt.G/2024/PA.Smdg  untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). 

Hal. 4 dari 6 hal. 
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Demikian  Penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs.

Abdul Malik, M. Si sebagai  Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H  dan Drs. H.

Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

para Hakim Anggota dan N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Abdul Malik, M. Si  

Hakim Anggota Hakim Anggota

 
Drs. Solihudin, S.H  Drs. H. Syamsul Falah, M.H.  

Panitera Pengganti

N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M  

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 445.000,00
Hal. 5 dari 6 hal. 
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4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya materai :     Rp.                10.000,00  

    Jumlah Rp. 590.000,00 

(lima ratus sembilan  puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. 
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